SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat
rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi
bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit
organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan
secara profesional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27355);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro



Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Menetapkan

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai
unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan
masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional,
yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik Daerah serta bidang kepegawaian.



(3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh direktur
Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten
dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dalam Peraturan
Bupati.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yakni Pasal
8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A
(1) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.

(3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan
penatausahaan barang milik Daerah.

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Direktur Rumah Sakit Daerah ditetapkan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Dalam melaksanakan otonomi bidang kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur
Rumah Sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil
Negara kepada pejabat yang berwenang  serta
menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi bidang
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A



Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang telah dibentuk sebelum
Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum menerapkan
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah wajib
menyesuaikan pengaturan kelembagaannya serta menerapkan
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah
ini mulai berlaku.

Ketentuan huruf d Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomorl3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Barat
Tahun 2013 Nomor 4);



d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 10),
kecuali terhadap ketentuan Pasal I angka 2 dalam
Perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, angka
3 dalam perubahan terhadap Pasal 12 dan Pasal 13, angka
4 dalam perubahan terhadap Pasal 15 dan Pasal II;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 6);

f. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 9 ayat (1) huruf d
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2013 Nomor 6);

h. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2008 Nomor 6);

i. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas



Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 10),
kecuali terhadap ketetuan Pasal I dalam perubahan
terhadap Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66,
Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,
Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal II;

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun
2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Staf
Ahli Bupati Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2010 Nomor 5);

. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 6);

Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun
2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun
2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013
Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan



Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2014 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd
AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
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